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WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 15 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingat

o

—_—

WALIKOTA DEPOK,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 63 Tahun 2004, Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan Administrasi Penanaman Modal sesuai SPM yang telah
ditetapkan oleh perangkat Kabupaten / Kota;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, serta ketentuan Pasal 11 Keputusan Gubernur dimaksud, periu
ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal
Penanaman Modal;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman ModalAsing
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 46 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3828);



10.

1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2003, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389); A
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Témbahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3852);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090);

12. Peraturan .....




Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang
Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2004 tentang Standar
Pelayanan Minimal Administrasi Penanaman ModalKabupaten dan Kota di
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004
Nomor 21);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyertaan
Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2003 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PENANAMAN MODAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Kota adalah Kota Depok.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.

Walikota adalah Walikota Depok.

Unit Organisasi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan
Lembaga Teknis Daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah tentang APBD.

6. Urusan .....




6. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan
hak dan pelayanan dasar warga negara.

7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.

8. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun
yang bersangkutan.

9. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam
memberikan dan mengurus kepefluan kébutuhan dasar masyarakat untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

10. Standar Pelayanan Minimal Administrasi Penanaman Modal adalah tolok
ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daeratr-
Administrasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut SPM Bidang
Penanaman Modal.

11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.

12. Jenis Pelayanan Administrasi Penanaman Modal adalah jenis pelayanan
Administrasi Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Kota sesuai

dengan kebutuhan.

BAB i
TUJUAN DAN FUNGSI
SPM PENANAMAN MODAL
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM Administrasi Penanaman Modal adalah :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Penanaman Modal kepada
masyarakat.

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Penanaman Modal.

Pasal 3

Fungsi SPM Administrasi Penanaman Modal sebagai :

a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus
dicapai Pemerintah Kota - sebagai penyedia pelayanan Administrasi
Penanaman Modal kepada-masyarakat.

b. Tolok ukur untuk mengukur kirerja peryelenggaraan urusan wajib Daerah
berkaitan dergan pelayanan Penanamanodal.

c. Dasar.....




c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan
Administrasi Penanaman Modal kepada masyarakat berbasis anggaran
kinerja.

d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD
pelayanan Penanaman Modal.

e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Administrasi

Penanaman Modal di Pemerintah Kota.

BAB lil
SPM PENANAMAN MODAL
Pasal 4
SPM Administrasi Penanaman Modal berkaitan dengan pelayanan Administrasi
Penanaman Modal yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan
target tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan tahun 2010 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5
SPM Administrasi Penanaman Modal ini, merupakan acuan dalam pelaksanaan
pelayanan Administrasi Penanaman Modal.

Pasal 6
Penyelenggaraan pelayanan Administrasi  Penanaman Modal oleh Unit
Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah
dilakukan sesuai SPM Penanaman Modal yang telah ditetapkan.

Pasal 7
Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 peraturan
ini, secara operasional dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang membidangi
Penanaman Modal.

Pasal 8
Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 peraturan

ini, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.




BAB V
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SPM PENANAMAN MODAL
Pasal 9

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Administrasi Penanaman Modal

yaitu sebagai berikut :

a. Pelaksanaan SPM Administrasi Penanaman Modal dapat dilaksanakan
oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra
Pemerintah sesuai SPM Administrasi Penanaman Modal yang telah
ditetapkan;

b. Perencanaan Pembangunan Daerah Administrasi Penanaman Modal untuk
tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Administrasi
Penanaman Modal yang telah ditetapkan;

c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM
Penanaman Modal,

d. Menjabarkan standar-standar teknis dalam pelayanan Penanaman Modal,

e. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap
pelaksanaan SPM Penanaman Modal,

f  Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di

Penanaman Modal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan Administrasi Penanaman
Modal sesuai SPM Administrasi Penanaman Modal dilakukan oleh Unit

Organisasi yang membidangi Penanaman Modal.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11
Kepala Unit Organisasi yang membidangi Penanaman Modal menyampaikan
laporan pencapaian kinerja pelayanan Administrasi Penanaman Modal sesuai
SPM Administrasi Penanaman Modal kepada Walikota pada setiap akhir tahun

anggaran.
RAR V/ill




BAB Vil
PEMBIAYAAN
Pasal 12
Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Administrasi Penanaman Modal
untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Administrasi Penanaman Modal
dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 oktober 2006

WALIKOTA DEPO

H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

Diundangkan di Depok
Pada tanggal 3 Oktobar 2006
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Dra. WINWIN WINANTIKA. ’
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006NOMOR 15




LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA

: 15 TAHUN 2006
: 3 Oktober 2006

NOMOR
TANGGAL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAFTAR PELAYANAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODALTARGET TAHUN 2008 S/D 2010

NO. URUSAN WAJIB JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA NILAL e M%Omwcqa»zcuowu T PENJELASAN
11 2 3 | h y 5 [ 7 i | 14
1 |Dibldang kebijakan dan perencanaan | 1.1.1 Pengadaan peta dan direktori 1.1.1.1  Tersedianya peta investasi Sumber Daya | 10ge, | 25% | 25% | 100% | 100% | 100%

pengembangan penanaman modal potensi sumber daya ( SU ) daerah Qaaraly (SD)
meliputl. 11.12 Tersedianya Petunjuk ( Direktori )
11, . Identifikasi potensi sumbet daya tentang Potensi sumber daya daerah 100% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100%
daerah yang hasilnya di sajikan (SD)
dalam bantuk peta Investas| 1.1.1.3. Sosialisasi dan penyebariuasan peta
daerah dan petunjuk (direktori) investasi dasrah dan petunjuk (direktori)
tentang potensj sumber daya potensi sumber daya daerah (SD ) 100% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100%
alamn, sumber daya manusia kepada para calon investor dalam
sera kelembagaan maupun luar negeri sebanyak 2 kali L
dalam setahun.
1.2, Identifikasi dan penyusunan 1.2.1. Penyusunan Daftar Pengusaha 1.21.1 Tersusunnya Daftar Pengusaha Kecll,
daftar pangusaha Kecil Kecil, Menengah dan Besar calon menengah, dan Besar sebagai mitra
menengaha dan besar untuk mitra investor patansial, antar perusahaan nasional 100% | 15% | 15% | 100% | 100% | 100%
calon mitra usaha termasuk maupun antara perusahaan asing dengan
dalam rangka kemitraan, _perusahaan pasional
1212 Sosialisasi dan penyebarluasan Daftar
Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar
sebagai mitra potensial kepada para 100% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100%
Invastor dalam neger maupun asing
sebanyak 2 kall dalam setahiun
13, Penyusunan program 12,1 Penyusunan Restra di bidang 1311, Tersusunnya Restra Penanaman Modal
pangembangan penanaman pananaman modal. d1 bidang penanaman modal 100% | 100% | 100% | 100% [ 100% | 100% Adanya evaluasi Ranstra
medal daerah
1.4, Penetapan bidang usaha 1 41 Penyusunan Daftar Bidang Usaha [1.41.1  Tersusunnya Daftar Bidang Usaha
unggulan / prigritas sesuai Unggulan / Prioritas. Unggulan / Prioritas melalul Forum 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
dangan potensi dan daya dulkung Koardinasi Perencanan Penanaman
daarah dalam bentuk daftar Modal Daerah (FKPEMD)
bidang-bidang usaha unggulan / 1.4.1.2. Tersebarluasnya Daftar bidang usaha
prioritas. unggulan / Priorilas kepada para calon 100% 15% | 15% | 100% | 100% | 100%
investor baik dalam maupun luar negeri
sebanyak 2 kali dalam setahun,
15 Penyiapan usulan bidang-bidang| 1.5 1. Penyusunan Usulan Daftar Bidang |1.5.1.1. Tersusunnya Usulan Daftar Bidang
usaha yang tertutup mutlak untuk Usaha yang tertutup mutlak untuk Usaha yang tetutup mutlak untuk 100% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100%
penanamarn modal tertutup penanaman maodal, tertutup untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA
untuk PMA dan bidang-bidang PMA ( Penanaman Modal Asing ) (Penanaman Modal Asing).
usaha unggulan / prioritas 1512 Sosialisasl dan penyebarluasan Daftar
bidang usaha yang tertutup mutlak untuk
penanaman madal tertutup untuk
Penanaman Modat Asing (PMA) dan 100% 40% | 40% | 100% | 100% | 100%
bidang usaha unggulan / prioritas kepada
para calon investor datam dan luar negeri
sebanyak 2 kali dalam setahun.
16 Penyusunan profil-profil proyek [ 1.6.1. Penyediaan profil psnanaman modal| 1.6.1.1. Tersusunnya profil penanaman modal 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
penanaman modal bidang- bidang usaha unggulan / prioritas. bidang usaha unggulan / prioritas.
bidang usaha unggulan / 161.2 Tersedianya basis data ( data base )
prioritas. daflar peluang usaha dan profil proysk
unggulan, profil pengusaha daerah yang 100% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100%
potensial untuk permitra, prosedur
penanaman modal di Kota

17. Penyusunaf...




TARGET TAHUNAN
NO. URUSAN WAJIB JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA NILAl [eoeT—2507 T 7008 | 2008 | 2010 PENJELASAN
1 2 . 3 =Y . 5 ] 7 =i ] : k]
1.7. nm:<cmc:mq profil-profil investasi| 1.7.1 _um:<oa.mm:.uﬂom_.u_‘om_ investasi A IS ﬁm_.m.:m::im profil-profil investasi proyek | 4009, | 30% | 30% | 100% 100% | 100%
proyek kemitraan. proyek kemitraan kemitraan.
1.7.1 2. Tersebarluasnya profil investasi proyek
kemitraan kepada para om,_o: 56m§ 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100%
dalam maupun luar negeri 2 kali dalam
setahun.
18. Penstapan kebijakan pemberian | 1.8.1. Pemberian insentif bagi investor 1 8.1 1. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang
insentif khusus sesuai dengan Penanaman Modal Datam Negri pemberian insentif bagi investor (PMDM) | 100% 0% 0% | 100% | 100% | 100%
kewenangan daerah (PMDM) / Penanaman Modal Asing / (PMA)
( PMA) sesuai dengan 1812 Tersusunnya Standar Qperasional
kewsnangan Prosedur (SOP) di bidang pelayanan 100% | 0% | 0% |100% | 100% | 100%
perijinan daerah
1.8.1.3. Tersediannya infrastuktur penunjang
kegiatan penanaman modal, seperti Jalan 100% | 10% | 10% | 30% | 30% | 100%
Tol,
1.9. Pelaksanaan pelatihan dan 1.9.1. Pelaksanan petatihan dan 1911 Terselenggaranya pelatihan an
penyuluhan teknis dan bisnis penyuluhan teknis dan bisnis bagi penyuluhan teknis bagi usaha kecil & 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
bagi usaha kecil dan menengah. usaha kecil dan menengah. menengah 2 kali dalam setahun
1912 Materi pelatihan dan penyuluhan teknis Materi dimaksud bertujuan :
dan bisnis sekurang-kurangnya _-Meningkatkan pemahaman usaha
menyangkut : kecil & menengah tentang kebjakan
> Wawasan bisnis penanamaan madal &
> Pengelolaan Usaha vang baik implernentasinya.
> Maraiemen dan sistern produks -Meningkatkan kemampuan usgha
> Konsep pengembangan produk 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% lkecil dan menengah dalam
> Pengembangan bahan baku memanfaatkan kesempatan yang
> Strategi pemasaran terbuka dan sumber daya yang
produktif.
-Meningkatkan investasi dengan
hadirnya usaha kecil & menengah
yang mampu bersaing
1 10. Penyelenggaraan kewenangan [1.10.1. Penyusunan kebijakan dan 110.1.1. Terlaksananya studi kelayakan untuk
lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan ) menyusun kebijakan pengsmbangan 100% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100%
perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum di penanaman modal yang belum dt
penanaman modal yang belum tetapkan tetapkan.
di tetapkan sepanjang tidak 110.1.2 Tersusunnya rencana pengermbangan
bertentangan dengan kebijakan penanaman modal di bidang-bidang
pemerintah pusat dan provinsi. usaha yang belum di tetapkan sepanjang 100% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100%
tidak bertentangan dengan kebijakan
pemerintah pusat dan provinsi.
2 |Di bidang promosi dan kerjasama 2.1.1. Pelaksanaan program promosi 21 1.1, Tersusunnya program promosi
_:ﬁmq:mm_ho:m_ penanaman modal penanaman modal di datam dan um.:m:mam: modal am_m:.._ negeri maupun | oo | g% | 30% | 100% | 100% | 100%
meliputi : luar negeri. asing secara berkala setiap tahun.
21 Penyelenggaraan promosi
penanaman modal daerah baik 2112 Terlaksananya pemantauan minat
di am_m.a maupun di luar negeri, no,_._m:mam: modat am_mz.,_ neger maupun | ynno | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
seperti seminar, pameran, temu asing secara berkala setiap 6 bulan
usaha dan loka karya sekali.
2113, Terlaksananya promosi penanaman
modal melalui kegiatan seminér, 100% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100%
pameran , temu, usaha dan lokakarya
setiap tahun dua kali.
211 4. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan
promosi penanaman modal secara 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100%
berkala setiap tahun sebanyak dua kall.
211 5. Meningkatnya jumiah investor dalam 100% | 15% | 15% | 80% | 80% | 100%
negeri sebanyak 15 %.
21.1.6 Meningkatnya jumiah investor asing 100% | 10% | 10% | 80% Eo\a 100%
sebanyak 10 %.

22 Pembuatan.....




TARGET TAHUNAN
NO. URUSAN WAJIB JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA NILAI [—or=T 5007 | 2008 | 2009 ] 2010 PENJELASAN
1 2 3 ! o i - 7 M L 11
2.2  Pembuatan bahan promosi 22.1. Inventarisasi bahan promosi 2211 Tersebarluaskannya profil penanaman
penanaman modal daerah dalam penanaman modal daerah modal bidang usaha unggulan/prioritas
bentuk media cetak, antara lain : kepada para calon investor delam dan 100% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100%
luar negeri sebanyak 2 kali dalam
> daftar peluang usaha dan profil setahun
proyek unggulan / prioritas. 221 2. Terpebaharuinya data dan informasi
penanaman modal daerah untuk
> praofil pengusaha daerah yang keperluan penyusunan bahan promosi 100% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100%
potensial untuk bermitra secara berkala setiap 8 bulan sekali
> prosedur penanaman modal dan
dalam bentuk media elektronik, |2.2.2 Pembuatan bahan promosi 2221 Tersusunnya bahan promosi pananaman
antara lain : Film, video, slide, penanaman modal daerah dalam modal daerah yang aktual 100% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100%
CD dan multimedia/situs web. pentuk media cetak dan media
elaktronik. 22272 Tersebarluasnya bahan promosi
penanaman modal daerah secara berkala
setiap 6 bulan sekali kepada calon 100% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100%
investor dalam negeri maupun luar
negeri.
23 Kerasama dengan provinsidan }23.1. Penyelenggaraan koordinasi 5311 Teralokasikannya anggaran untuk
pemerintah pusat dalam promosi penanaman modal. kegiatan promosi bersama sebesar 2%
penyelenggaraan promosi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan 100% | 5% 5% | 80% | 80% [ 100%
penanarnan modal daerah. Belanja Daerah ) dan dari sumber lainnya
yang sah.
2312 Terlaksananya kegiatan kerjasama
promosi penanaman modal secara 100% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100%
berkala setiap tahun 4 kali.
2.4 Pelaksanaan forum temu usaha | 2.4.1. Pelaksanaan forum komunikasi dan [2.4.1 1 Tersedianya anggaran untuk
dan penjodohan bagi usaha kecil Bursa Mitra (FKBM) penysienggaraan Forum Komunikasi dan| 100% | 20% | 20% 100% | 100% | 100%
dan menengah dengan usaha Bursa Mitra (FKBM).
besar dalam rangka kemitraan. 2412 Terlaksananya pendataan secara berkala
setiap tahun terhadap cm..m:m kecil & 100% | 15% | 15% | 100% | 100% | 100%
menengah yang potensial untuk
bermitra dengan usaha besar.
2413 Teraksananya diskusi panel, individual
meeting, dan konsultasi 4 kali setiap
tahun antara usaha kecil dan menengah
yang potensial bermitra dsngan 100% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100%
pengusaha besar, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) /Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) , dan instansi terkait.
25. Kerjasama dengan pihak ketiga [2.5.1 nm_mxmm:ms xmam.mm_.:m promost 2511 ._.macmc,:im nmaoams kerjasama 100% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100%
dalam rangka penyelenggaraan dengan pihak ketiga. promosi_dengan pihak ketiga
promosi penanaman modal 25172 Terselenggaranya kegiatan promosi
daerah cmmr dr dalam maupun di melalui rm:.mmma.m dengan v._:mr.xmz@m di sa00% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100%
luar negeri. dalam maupun di luar negeri setiap tahun
empat kali.
26 Pengiriman misi penanaman 26 1. Pengiriman Misi Investasi. 261 1. Terlaksananya pengiriman Mi nvestasi
modal daerah ke daerah lain dan Daerah ke daerah lain setiap tahun 4 kali. 100% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100%
ke luar negeri.
2612 Terlaksananya pengiriman Misi Investasi
Daerah ke luar negeri setiap tahun 2 kali. 100% | 0% 0% | 100% QOQ\Q 100%

2.7. Penerimaan.
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2.7. Penerimaan misi penanaman 2.7.1. Mengundang misi penanaman 27.41. Terlaksananya kegiatan penerimaan misi
modal dari daerah lain dan dari modal dalam negeri. penanaman modal dari daerah lain setiap| 100% 30% | 30% | 100% | 100% | 100%
luar negeri. tahun 4 kali
2742 Jumlah misi penanaman medal darl o o o & 9
daerah lain meningkat sebesar 10 %. 100% | 15% | 15% | 80% | Bo% | 100%
2 7.2. Mengundang misi penanaman 2721, Terlaksananya kegiatan penerimaan m i
modal dalam nege penanaman modal dari luar negeri setiap | 100% 15% | 15% | 100% | 100% | 100%
tahun 2 kali
27272 Jumlah misi penanaman modal dari luar o
negeri meningkat sebesar 5%. 100% | 10% | 10% [ 80% | 80% 100%
2.8 _um_mr.mm:mm:.rm:.m.mmam luar 2.81. Pelaksanaan misi promosi investasi. |2 811, Meningkatnya promosi investasi bersama 100% | 20% | 20% | 100% | 100% 100%
negeri sepanjang tidak sebesar 10 %
bertentangan dengan kebijakan 2812 Terlaksananya studi bidang-bldang
pemerintah pusat. usaha yang potensial di Kabupaten/ Kota 100% | 30% | 30% | 100% | 100% [ 100%
secara berkala 2 kali_setahun.
2813
Terlaksananya dialog kebijakan investasi 100% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100%
secara berkala 2 kali setahun.
2872 Penyiapan materi pefjanjian dalam |2.8.2.1 Tersusunnya Nota Kesepahaman
rangka kerjasama sub regional di kerjasama sub regional bidang
bidang penanaman modal seperti - penanaman modal.
kerjasama Indonesia-Malaysia-
Singapore Growth Triangle (
IMT_GT), Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle ( IMT-GT 100% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100%
), Brunei Darussalam - Indonesia -
Malaysia - Philipines East ASEAN
Growth Area (BIMPEAGA), &
Australia - Indonesia Development
Area (AIDA) .
283 2831, Tersedianya informasi yang jelas dan
Pelaksanaan sosialisasi atas aktual tentang kerjasama luar negen bagi 100% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100%
perjanjian kerjasama luar negeri di aparatur dan dunia usaha.
bidang penanaman modal kepada [283 2, Tersebarluasnya informasi parjanjian
aparatur dan dunia usaha. rmqmmm_ﬁm luar :mmm.: secara berkala 4 100% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100%
kali setahun melalui media cetak dan
elektronik.
29. Penyelanggaraan kewenangan | 29.1 Penetapan kewenangan di bidang | 2.9.1 1. Tersusunnya kebijakan sebagai dasar
lain di bidang promosi dan promosi di luar kebijakan pusat/ hukum bagi pelaksanaan kewenangan
kerjasama internasional provinsi lain di bidang promosi dan kefjasama
penanaman modal yang belum \nternasional yang belum di tetapkan. 100% | 30% | 30% | 100% | 100% 100%
di tetapkan sepanjang tidak
bertentangan dengan kebijakan
pemerintah pusat dan provinsi.
Di bidang pelayanan peri
penanaman modat, meliputi :
3.1. Pemberian Insentif khusus 311 Penyusunan kebijakan tentang 31.11. Tersusunnya kebijakan daerah yang
Penanaman Modal yang menjadi insentif r:.cmmm penanaman modal mengatur _=mm:E x:.cmcm penanaman 100% | 25% | 25% | 100% | 100% 100%
kewenangannya. yang menjadi kewenangannya. modal yang menjadi kewenangannya.
32. Penyelenggaraan kewenangan {321 Penyelenggaraan perijinan 321 1. Tersusunnya kebijakan daerah yang
lain dv bidang pelayanan penanaman modal yang belum di mengatur penyelenggaraan kewenangan
perijinan penanaman modat tetapkan sepanjang tidak lain di bidang pelayanan perijinan 100% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100%
yang belum di tetapkan bertentangan dengarn kebijakan penanaman modal yang belurn di
sepanjang tidak bertentangan pusat. tetapkan sepanjang tidak bertentangan
dengan kebijakan Pusat. dengan kebijakan pusat. __aal

3.3 Pemberian ...
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33 Pemberian perijinan 3.3.1. Pelayanan perijinan pelaksanaan  [33.1.1. Terlaksananya sistem dan prosedur
pelaksanaan penanaman modal penanarman modal dalam rangka kerja pelayanan perijinan dengan sistem | 100% | 0% 0% | 100% | 100% | 100%
dalam rangka Penanaman Modal Penanaman Modal Dalam Negeri 1 pintu.
Dalam Negeri (PMDN) dan (PMDN) dan Penanaman Modai 3.3 1.2 Jangka wakiu penyelesaian perijinan di
Penanaman Modal Asing (PMA) Asing (PMA), meliputi . tetapkan sebagal berikut :
1 jjin Lokasi a) Persetujuan Prinsip terhitung 14 hari
2 Sertifikat Hak-hak Atas Tanah sejak persyaratan terpenuhi secara
3 ljin Mendirikan Bangunan (IMB) lengkap dan benar
4 ljin Undang-undang Ganguan/HO. b} ljin Lokasi (bagi perusahaan yang belum
menguasai lahan) terhitung 14 hari sejak
permohonan tersebut di terirma secara
lengkap dan benar.
¢) ljin Penguasaan/penggunaan Hak-hak
Atas Tanah terhitung 14 hari sejak 100% | 100% | 100% § 100% | 100% | 100%
permohonan tersebut di terima secara
lengkap dan benar
. d) ljin Mendirikan Bangunan (IMB) terhitung
14 hari sejak permohonan tersebut di
terima secara lengkap & benar.
@) ljin Undang-undang Gangguan /HO
terhitung 7 hari sejak permohonan
tersebut di terima secara lengkap dan
benar
4 |Dibidang pengendalian penanaman
modal, meliputi
41 Pemantauan perkembangan 4.1.1. Pemantauan perkembangan 4.1.1.1. Sosialisasi dan penyuluhan bagi
palaksanaan seluruh penanarman pelaksanaan penanaman modal. perusahaan untuk menyusun Laporan
madal yang berada di Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 100% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100%
wilayahnya. setiap semester (bagi L.1) dan 1kali
dalam setahun (bagi L.2)
41.12 Tersedianya 1 team psmantau 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
perkembangan penanaman modai
4413
Untuk pemantauan yang dilakukan
secara rutin, Tersadianya sistem dan 100% | s0% | 50% | 100% | 100% | 100%
prosedur pemantauan perkembangan
pelaksanaan penanaman modal, untuk
pemantauan yang di lakukan secara rutin
42. Pembinaan terhadap 47.1. Pembinan terhadap perusahaan 47211 Bimbingan dan penyuluhan mengenai
pelaksanaan seluruh penanaman modal. berbagai kebijakan dan ketentuan
penanaman. Modal dalam pelaksanaan dan penanaman modal di 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
rangka peningkatan realisasi lakukan secara berkala, 2 kali setahun.
penanaman modal yang berada
diwilayahnya. 47212 Terbentuknya Tim pembina, sebanyak 1
tim yang bertugas memberikan bantuan
pemecahan masalah dan hambatan yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
di hadapi perusahaan penanaman modal.
43, Pengawasan terhadap 43.1 Pengawasan pelaksanaan 4311 Pengawasan di lakukan secara berkala 2| o00. | 509, | 50% | 100% | 100% | 100%
pelaksanaan seluruh penanaman penanaman modal kali dalam setahun.
modal yang berada di 43172 Tersusunnya sistem dan prosedur
wilayahnya. peng n terhadap pelaksanan 100% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100%
penanaman modal di wilayahnya.
4.4, Pemberian sanksi terhadap 441 Pemberlakuan sanksi bagi 4411 Diberlakukannya sanksi kepada
perusahaan yang melakukan perusahaan yang melanggar perusahaan yang melakukan
pelanggaran atas ketentuan ketentuan penanaman modal. nm_m:m@ms:.mﬁmw ketentuan penanaman 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
penanaman modal. modal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

4.5 Penvelesaian
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45 Penyelesaian permasalahan 45.1. Pemberian bantuan pemecahan 45.1.1. Terbentuknya satuan Tugas / Tim
yang di alami oleh perusahaan masalah dan hambatan yang di Penanganah Permasalahan Penanaman | 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
penanaman modal yang berada alami perusahaan. Zoam_.!mmvm:ﬁx 1 tim. ]
di wilayahnya. 4512, Tersusunnya sistem dan prosedur
penyelesaidn permasalahan dan
hambatan r ng timbul diantara
pemegang 8aham antara plhak 5 5 ° o
Bm:m_.maml dan Senrtifikat Pekerja ; 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
akibat adanya gangguan keamanan ;
penyelesaidh pertanahan / [ahan ; serta
Tjgcm_m_._ rana dan prasarana. \|L
46. Penyusunan laporan 4.6.1. Penyusunan laporan perkembangan|(4.6.1.1. Lgporan di susun secara berkala setiap 6
perkembangan seluruh persetujuan dan realisasai lan mmxm_._r
persetujuan dan realisasi penanaman modal. 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
penanaman modal di daerahnya
secara berkala.

47. Penyelenggaraan kewenangan |4.7.1. Penetapan kewenangan di bidang 4.7.1.1.

lain di bidang pengendalian pengendalian penanaman modal Tersusunnya kebijakan sebagai dasar

_u.msm:mam: _._._onm._ yang belum yang belum di tetapkan. rcrc& _8 um_mxmmsmmq kewenangan 100% | 40% | a0% | 100% | 100% | 100%
di tetapkan sepanjang tidak lain di bidang pengendalian penanaman

bertentangan dengan kebijakan moda! yang belum di tetapkan.

pemerintah pusat.

5 |Di bidang sistem informasi penanaman
modal, meliputi :

5.1. Pembangunan dan 5.1.1. Pembangunan dan pengembangan |5.1.1.1. Tersusunn
pengembangan sistern informasi sistemn informasi penanaman (database)
penanaman modal yang modal. terintegrasi
terintegrasi dengan sistem !
informasi penanaman modal
provinsi, pemerintah pusat dan
badan koordinasi Penanaman

1 sistem basis data
nanaman modal yang

ngan Provinsi dan Pusat | 4n00. | 30% | 30% | 100% | 100% | 100%

Modal { BKPM ). M
52. Pengumpulan dan pengolahan |5.2.1. Inventarisasi data persetujuan dan 5211, ._‘m_‘_mrwm:nﬂe.m kegiatan pengumpuian
data persetujuan dan realisasi realisasi proyek Penanaman Modal data di lakukan secara berkala setiap 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
proyek Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) dan bulan.
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) 5.2.1.2. Adanya monitoring penerbitan surat
Penanaman Modal Asing (PMA) dan non-PMDN / PMA. persetujuan dan realisasi penanaman 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
dan non-PMA (Penanaman modal meldlui koordinasi dengan Pusat.
Modal Asing) dan non- PMDN |
(Penanaman Modal Dalam 52.1.3. Terlaksanahya kegiatan evaluasi
Negeri) pelaksanaan atas surat persetujuan
Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) o, o o,
dan Penanaman Modal Asing (PMA) 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
yang di lakukan secara berkala setiap 6
bulan.
5.3. Pemutakhiran data dan 5 .3.1. Penyediaan informasi promosi 5.3.1.1. Terlayaninya permintaan atau
informasi promosi penanaman penianaman modal daerah. permohonan berbagai informasi yang di 100% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100%
modal daerah. butuhkan oleh dunia usaha.
53.1.2. Adanya 1 pusat data dan informasi 100% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100%

promosi penanaman modal daerah

5.3.1.3. Terlaksananya kegiatan pemuktakhiran
data dan informasi secara berkala setiap | 100% | 25% | 25% | 100% 100% | 100%
bulan.

53.1.4. ._.mqmma_m:%m»mx:o_.on_ informasi dalam 100% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100%
rangka pemuktakhiran data.
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